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Tindakan memperjualbelikan BBM bersubsidi merupakan tindakan yang ada
pidananya, seperti diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP. Meskipun sudah ada hukum yang mengatur, tetap saja masih banyak
masyarakat yang belum mengindahkan peraturan tersebut, seperti kasus dalam
Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2021/PN Tjk, yang terjadi pada hari Sabtu, 5
September 2020 sekitar pukul 12.20 WIB di Dermaga Windu Kencana Desa Way
Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana
bagi para pelaku penyalahgunaan BBM subsidi dan apakah faktor penghambat
penegakan hukum pidana bagi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM
subsidi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.
Prosedur Pengumpulan data yaitu dengan Studi Pustaka dan Studi Lapangan.
Narasumber dalam penelitian ini adalah: Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Lampung dan Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang.
Analisis data untuk skripsi ini dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari dilakukannya penelitian ini yaitu, telah ada penegakan hukum pidana
terhadap kasus penyalahgunaan pengangkutan BBM ini yaitu dengan menjatuhkan
pidana penjara selama delapan bulan dan denda sejumlah 5.000.000 Rupiah kepada
terdakwa Deri Romando, namun pidana yang dijatuhkan tidak mengakomodir
tujuan pemidaan itu sendiri yaitu timbulnya efek jera bagi pelaku, karena tindakan
yang dilakukan sangat menguntungkan bagi pelaku dan merugikan masyarakat
tetapi pidana yang diberikan terhitung sangat ringan, dan putusan ini juga sepeti
tidak memperhatikan prinsip biaya dan hasil karna putusan pidana penjara dibawah
satu tahun serta denda Rp.5.000.000 tidak sesuai dengan biaya yang telah
dikeluarkan selama proses di pengadilan. Ada 3 Faktor yang menjadi penghambat
dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan
BBM subsidi. Yaitu faktor aparat penegak hukum, karena masih banyak terjadi
kasus serupa sehingga terlihat bahwa kerja aparat belum maksimal, juga dari faktor
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sarana dan prasarana yaitu kurangnya fasilitas bagi aparat penegak hukum dalam
mengusut suatu kasus sehingga menjadi hambatan dalam penegakan hukum serta
faktor masyarakat akibat kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat.

Saran dalam penelitian ini yaitu, aparat penegak hukum sebaiknya meningkatkan
pengawasan terhadap penjualan BBM subsidi tanpa izin dengan melakukan patroli
di pom-pom bensin, pemerintah juga perlu melengkapi sarana dan prasarana dalam
rangka menunjang proses penegakan hukum dan pemerintah sebaiknya turut serta
untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan melakukan sosialisasi
atau penyuluhan, masyarakat juga perlu turut serta dan berperan aktif untuk
meningkatkan kesadaran hukumnya.

Kata Kunci: Pengangkutan, Bahan Bakar Minyak, Subsidi.
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MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS Al-Insyirah 5)

“Percuma jadi Pintar, kalau untuk menganggap yang lain bodoh.”
(Cak Lontong)

“Dengarkanlah, tersenyumlah, dan setuju saja. Lalu lakukan apa pun yang
memang ingin kamu lakukan dari awal.”

(Robert Downey Jr.)

“Jangan terlalu dipikirin kalau temen kamu pencapainnya lebih bagus. Yang
penting kan kamu masih hidup, disyukuri aja.”
(Ikram Marki)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertamina adalah Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi dan
penyumbang deviden terbesar di Indonesia. Memiliki bisnis dari hulu sampai hilir
yang terintegrasi, mulai dari Eksplorasi dan Produksi, Pengolahan, Distribusi dan
Pemasaran, yang berdasarkan tata nilai AKHLAK sebagai core values.! Pertamina
melarang konsumen membeli bahan bakar minyak di SPBU dengan maksud dijual
kembali untuk mencari keuntungan. Larangan masyarakat tidak boleh membeli
BBM jenis apa pun untuk dijual kembali sudah diatur oleh UU No. 22/2001 tentang
Migas," kata Sales Eksekutif Pertamina Retail 1V, Wilayah Kalimantan Barat,

Benny Hutagaol di Pontianak.?

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3) menegaskan bahwa cabang
cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi air yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya. Kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat. Mengingat BBM yang penguasanya dikuasai oleh negara
merupakan sumber daya alam yang strategis dan merupakan komoditas vital yang

memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan

L https://www.pertamina.com/id/our-people. Diakses pada Selasa, 18 Oktober 2022, Pukul 23.56 WIB.
2 https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/991870/pertamina-larang-konsumen-beli-
bbm-untuk-dijual-kembali Diakses pada Selasa, 18 Oktober 2022, Pukul 23.56 WIB.



kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasilan devisa negara yang penting,
maka pengelolaannya dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan.
Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berbentuk cairan yang

digunakan sebagai sumber energi untuk kendaraan bermotor.

Bahan Bakar Minyak diperoleh dari hasil penyulingan minyak bumi. Minyak bumi
sendiri terbentuk dari pelapukan tumbuhan dan hewan yang tealh mati ribuan
hingga jutaan tahun yang lampau dan mengendap di dalam tanah. BBM (Bahan
Bakar Minyak) ini dibagi menjadi BBM Bersubsidi dan BBM Non Subsidi.>BBM
Bersubsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh Pemerintah menggunakan
dana APBN. Jumlah BBM ini terbatas sesuai dengan kuota dan harganya ditetapkan
olenh Pemerintah. BBM Bersubsidi diperuntukkan bagi konsumen pengguna
tertentu. Adapun jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan
Pertalite. Masyarakat yang diperbolenkan membeli BBM Bersubsidi Biosolar dan
Pertalite diatur dalam Perpres No 191 tahun 2014 tentang Penyediaan,

Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Berikut ini daftarnya:*
1. Transportasi darat :
a. Kendaraan pribadi,

b. Kendaraan umum plat kuning

3 www.kampusg.com. Diakses Pada Rabu, 19 Oktober 2022, Pukul 16.20 WIB.
4 https://m.tribunnews.com/amp/bisnis/2022/06/28/apa-itu-bbm-subsidi-kuota-bbm-subsidi-dan-harga-yang-
ditetapkan-oleh-pemerintah?page=3. Diakses Pada Rabu, 19 Oktober 2022, Pukul 16.23 WIB.



Kendaraan angkutan barang (kecuali untuk pengangkut hasil
pertambangan dan perkebuan dengan roda > 6)
Mobil layanan umum : Ambulance, Mobile Jenazah, Sambah dan

Pemadam Kebakaran

2. Transportasi air :

Transportasi Air dengan Motor Tempel, ASDP, Transportasi Laut

Berbendera Indonesia, Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis, dengan verifikasi

dan rekomendasi Kepala SKPD / Quota oleh Badan Pengatur.

3. Usaha Perikanan :

a.

Nelayan dengan kapal < 30 GT yang terdaftar di kementerian
kelautan dan perikanan, verifikasi dan rekomendasi SKPD.
Pembudi daya ikan skala kecil dengan verifikasi dan rekomendasi

SKPD.

4. Usaha Pertanian :

a.

Petani/kelompok tani/usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian
dengan luas tanah <2 ha — SKPD.

Layanan Umum/ Pemerintah

Krematorium dan tempat ibadah untuk kegiatan penerangan sesuai
dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD.

Panti asuhan dan Panti Jompo untuk penerangan sesuai dengan

verifikasi dan rekomendasi SKPD ¢ Rumah sakit type C & D.

5. Usaha Mikro :

Usaha Mikro / UMKM / Home Industry dengan verifikasi dan rekomendasi

SKPD.



Pembelian jenis solar tidak di bolehkan terhadap masyarakat untuk nantinya dijual
lagi, karena hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Tindakan
memperjualbelikan BBM bersubsidi merupakan salah satu Tindakan yang ada
pidananya sendiri yang mana seperti diatur dalam Pasal 55 Undang- Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu ,“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan
atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi

Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.

Ancaman pidana jual beli BBM llegal ini memang tidak terlalu membuat jera,
sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengindahkan peraturan dari
pemerintah tersebut, seperti pada Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2021/PN Tjk, yang
tepatnya terjadi pada hari Sabtu, 5 September 2020 sekitar pukul 12.20 WIB di
Dermaga Windu Kencana Desa Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten
Tulang Bawang Provinsi Lampung yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Menggala, namun karena kediaman sebagian besar saksi berada di Bandar
Lampung dan terdakwa ditahan di Rutan polairut Polda Lampung maka
berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Tanjungkarang

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Pada 4 September 2020 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bernama Deri Romano
Bersama dengan Dorayansyah membeli bahan bakar minyak jenis Solar di SPBU
menggalah kurang lebih 2848 L pada SPBU Menggala Kabupaten Tulang Bawang
yang kemudian akan dijual kepada saksi Ghofur tanpa memiliki perizinan penjualan

BBM jenis Solar, akibatnya terdakwa Deri Romando dijatuhkan pidana penjara



selama delapan bulan dan denda sejumlah 5.000.000 Rupiah dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama
dua bulan.® Praktek penyalahgunaan pengangkutan masih banyak dijumpai pihak
bahkan oknum pemerintah yang melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin
Usaha Niaga dalam jumlah besar padahal Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001
dan peraturan pelaksanaannya telah menetapkan bahwa penjualan bahan bakar
minyak berupa bensin atau solar harus memiliki izin terlebih dahulu, sesuai dengan

ketetapan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Maka dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan
judul “Analisis Yuridis penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang

Disubsidi Pemerintah. (Studi Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2021/PN Tjk)”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana bagi para pelaku penyalahgunaan
pengangkutan BBM yang disubsidi?

2) Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana bagi para pelaku tindak

pidana penyalahgunaan BBM subsidi?

5 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk



2. Ruang Lingkup

Penelitian ini meneliti, menganalisis serta mengkaji ilmu Hukum Pidana yang
membahas Penegakan Hukum serta Faktor-faktor penghambat penegakan hukum
pidana Terkait Penyalahgunaan BBM subsidi. Ruang lingkup tempat penelitian
dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tahun

2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Semua kegiatan penelitian yang dilakukan, memiliki tujuan dan kegunaan yang
sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dan

kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana bagi para pelaku
penyalahgunaan BBM subsidi.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum pidana bagi para

pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu:

a. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di
samping undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait pembuat
undang-undang, pemerintah, penegak hukum serta pembuat Undang-Undang

Pengangkutan



b. Secara Praktis
1) Bagi lembaga hukum, sebagai sumbangan pemikiran penegakan hukum
pidana bagi para pelaku penyalahgunaan BBM subsidi.
2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman
mengenai penegakan hukum pidana bagi para pelaku penyalahgunaan BBM

subsidi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis
Kerangka teoritis adalah kerangka acuan atau konsep-konsep yang merupakan
abstraksi dan hasil pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk

mengidentifikasikan terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.®

a. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh
petugas penegak hukum dan oleh setiap orang mempunyai kepentingan sesuai
dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.
Dalam hal ini penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang
diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, serta
dengan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.’

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi
dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan

hukum atau lalu lintas masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu, suatu

6 Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ul press. him. 124.
" Harun M.Husen. 1990. Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. him 58



usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan
sosial menjadi kenyataan. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum
itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan
yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di

ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.®

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-
kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan
memepertahankan kedamaian pergaulan hidup.® Penegakan hukum secara konkret
ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi,
memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in
concretodi dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil

dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.*

Di Indonesia penegakan hukum dilakukan oleh penegak hukum seperti polisi, jaksa,
hakim, ataupun pengacara. Penegak hukum mempunyai tugas dalam menjaga
hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum mempunyai fungsi
terhadap menjaga hukum dapat berjalan efektif, dalam mengatur masyarakat untuk
menuju masyarakat yang lebih baik lahi. Sebagai penegak hukum, pemerintah

mempunyai kewajiban dalam menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di

8 Gultom, Maidin. 2006. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung: RefikaAditama. him. 33,

9 Satjipto Raharjo. 2002. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah. Yogyakarta: Sinar
Grafika. him. 190.

10 Dellyana Shant.1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Sinar Grafika. him. 33.



dalam masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat

yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Moeljatno berpendapat berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana
mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari keseluruhan hukum
yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan,

yaitu:?

a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai
ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar
larangan tersebut.

b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar
laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang
telah diancamkan.

¢) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan

apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

b. Tahap Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana harus dilakukan melalui beberapa tahapan yang dilihat
sebagai usaha atau proses rasional yang dengan sengaja direncanakan dalam
mencapai suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk dalam sumber
nilai-nilai yang bermuara pada pidana dan pemidaanaan menurut Muladi dan Barda

Nawawi Arif. Tahap-tahapan tersebut adalah: *

11 Adam Chazawi, 2002, Pembelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 71.
2 Muladi dan Barda Nawawi, 1992 , Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, him. 14,
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1. Tahap Formulasi
Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-
undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan serta
situasi yang terjadi masa kini dan masa yang akan datang. Dengan ini
merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baik dalam
memenuhi syarat keadilaan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap

kebijakan legislasi.

2. Tahap Aplikasi
Tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, yang dimulai dari
kepolisian hingga pengadilan. Maka aparat penegak hukum mempunyai tugas
dalam menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan
pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam menjalanan tugas
sebagai aparat penegak hukum yang harus berpegang teguh terhadap nilai-nilai

keadilan dan daya guna. Dengan ini tahapan ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi
Tahap penegakan dalam pelaksanaan hukum secara konkret oleh aparat-aparat
pelaksanaan pidana. Dalam tahapan ini aparat pelaksanaan pidana mempunyai
tugas dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh

pembuat undang-undang.

Soerjono  Soekanto mengatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum diantaranya adalah:*3

13 Soerjono Soekanto. 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Raja Grafindo. him.
11-59.
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1) Faktor Undang-Undang
Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan
spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian

ataupun pembaharuan.

2) Faktor Penegak Hukum
Penegak hukum ialah kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam
bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan
tetapi juga peace maintenance, kalangan tersebut mencakup mereka yang
bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan
pemasyarakatan. Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-
warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan
peranan sekaligus meski begitu seorang penegak hukum merupakan golongan
panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-

kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegakan hukum akan
berlangsung lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakuptenaga
manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang
memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Jika hal- hal itu tidak

terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4) Faktor Masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai

kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karenanya, dipandang dari sudut tertentu,
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maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum melalui pendapat-

pendapat masyarakat mengenai hukum.

5) Faktor Kebudayaan
Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat
sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah
sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material.
Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasayarakatan), maka

hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.

2. Konseptual

Konsepsi merupakan unsur pokok dalam usaha penelitian untuk membuat karya
ilmiah. Istilah lain konsepsi adalah suatu pengertian mengenai sesuatu fakta atau
dapat berbentuk batasan atau definisi tentang sesuatu yang akan dikerjakan, jika
teori berhadapan dengan sesuatu hasil kerja yang selesai, sedangkan konsepsi masih
merupakan permulaan dari sesuatu karya yang setelah diadakan pengolahan akan

dapat menjadikan suatu teori.'*

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-
konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah
yang akan diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan ini, maka
penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa
istilah yang digunakan oleh penulis, adapun istilah-istilah yang dimaksud antara

lain sebagai berikut:

4 Hilman Hadikusuma. 2003. Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti. him. 5.
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a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan
penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan

pemasyarakatan terpidana.®

. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman
pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara,
kurungan, dan denda. Menurut Muljatno, Tindak Pidana adalah keadaan yang
dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu

menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.®

. Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar minyak atau selanjutnya disebut BBM adalah Bensin Premium,
Minyak Tanah (kerosene), dan Minyak Solar (Gas Oil) atau nama lain yang
mempunyai spesifikasi sama. Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak merupakan
kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau
badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara
seperti, antara lain: pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi
Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar

negeri.t’

15 Harun M.Husen. 1990. Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. him. 58.

16 Tri Andrisman. 2009. Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Hukum Pidana Indonesia. Bandar Lampung:

Unila. him. 70.
17 Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas
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d. Subsidi
Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), subsidi adalah bantuan
uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya yang
biasanya dari pihak pemerintah. Sementara itu arti subsidi sebagaimana dilansir
dari Investopedia, subsidi adalah bantuan dari pemerintah yang biasanya
disalurkan dalam bentuk tunai hingga pengurangan pajak. Subsidi adalah
diberikan untuk meringankan beban masyarakat dan seringkali dianggap sebagai

tujuan kepentingan umum.*®

e. Pemerintah
Pemerintah mempunyai peran yang penting dalam membuat dan menerapkan
hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Maka pemerintah mempunyai
peran subsidi untuk membantu peningkatan kualitas ekonomi masyarakat dan

mencegah terjadinya penyalahgunaan pada pelaku usaha.*®

E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format yang ditentukan oleh
Program Studi lImu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan urutan

sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN
Bab | ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang
Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode

Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

18 https://amp.kompas.com/money/read/2021/07/05/162324526/apa-itu-subsidi-pengertian-jenis-dan-
contohnya-di-indonesia Diakses pada Rabu, 19 Oktober 2022, Pukul 17.43 WIB.

19 https://sukasda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi-59.
Diakses pada Rabu, 19 Oktober 2022, Pukul 17.50 WIB.
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I1. TINJAUAN PUSTAKA

Bab Il ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan
dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki.
Bab ini mengemukakan pengertian Penyalahgunaan Pengangkutan, Bahan Bakar

Minyak yang Disubsidi Pemerintah, dan Ringkasan Putusan.

I11. METODE PENELITIAN

Bab Il ini menjelaskan metode yang dipakai guna memperoleh data yang akurat,
adapun metode yang digunakan terdiri dari jenis penelitian, tipe penelitian,
pendekatan masalah, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode

pengolahan data, analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab IV ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan
permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan penegakan hukum pidana bagi para

pelaku penyalahgunaan BBM subsidi.

V. PENUTUP
Bab V yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa

kesimpulan dan saran dari penuli terhadap permasalahan yang dibahas.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Analisis Yuridis

Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi
objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari
secara detail. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani Kuno “analusis” yang
terbentuk dari dua suku kata yakni “ana” yang berarti kembali dan “luein” yang
artinya melepas. Jika digabungkan, arti kata “analusis” adalah melepas kembali
atau menguraikan. Kata ini ini kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi
“analisis”. Secara umum, analisis adalah aktivitas dalam mengamati sesuatu objek
dengan menguraikan komponen pembentuknya dan menyusun kembali
komponennya agar bisa dikaji secara detail. Dalam pengertian lain, analisis
merupakan kemampuan memecahkan atau menguraikan materi menjadi
komponen-komponen yang lebih kecil sehingga mudah untuk dipahami dan

dikaji.2°

Istilah analisis seringkali dikaitkan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti
ilmu sosial, ilmu alam (sains), ilmu ekonomi, ilmu bahasa dan ilmu lainnya. Yang
pasti, semua objek yang ada di muka bumi dapat dianalisis, hanya saja

menggunakan cara dan metode analisis yang berbeda tergantung jenis objek yang

20 https://www.nesabamedia.com/pengertian-analisis/. Diakses pada Rabu, 19 Oktober 2022, Pukul 17.55
WIB.
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akan dikaji. Metode yang digunakan dalam kegiatan analisis disebut dengan metode

ilmiah. Pengertian Analisis menurut para ahli:?!

1. Robert J. Schreiter
Pengertian analisis menurut Robert J. Schreiter diibaratkan seperti “membaca”
teks dengan menempatkan berbagai tanda dalam interaksi yang dinamis dan
pesan-pesan yang disampaikan melalui proses.

2. Husein Umar
Menurut Husein Umar, pengertian analisis adalah suatu proses tahapan
pekerjaan yang dilakukan sebelum riset dan didokumentasikan dalam tahapan
bentuk laporan.

3. Anne Gregory
Anne Gregory berpendapat bahwa analisis merupakan langkah atau tahapan
pertama yang dilakukan dalam proses perencanaan.

4. Effrey Liker
Pengertian analisis menurut Effrey Liker adalah waktu yang digunakan dalam
aktivitas mengumpulkan sumber (akar) atau bukti baru untuk menyelesaikan
suatu masalah.

5. Minto Rahayu
Menurut Minto Rahayu, analisis adalah suatu cara yang digunakan dalam
membagi sebuah subyek kedalam komponen-komponen. Atau dengan kata lain,
analisis menurut Minto meliputi melepaskan, menanggalkan, menguraikan

sesuatu yang terikat padu.

21 1bid.
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6. Dwi Prastowo Darminto
Dwi Prastowo Darminto berpendapat bahwa analisis diartikan sebagai bentuk
penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu
sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat
dan pemahaman arti secara keseluruhan.

7. Wiradi
Menurut Wiradi, pengertian analisis berkaitan dengan aktivitas yang memuat
proses mengurai, memilah dan membedakan sesuatu yang kemudian
digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu untuk menemukan
makna dan hubungannya masing-masing.

8. Rifka Julianty
Analisis menurut Rifka Julianty adalah suatu penguraian pada pokok atas
bagiannya yang kemudian ditelaah dan dihubungkan antara bagian untuk

mendapatkan pengertian dan pemahaman yang tepat.

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah
oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah
dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum
tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap
hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa
peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar
penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan
yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari
suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya

dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan
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permasalahannya. 22 Berdasarkan pengertian diatas, sudah dapat diketahui ada
beberapa fungsi dari analisis diantaranya mengumpulkan sejumlah data yang
diperoleh dari lingkungan tertentu, menentukan sasaran yang diperoleh secara
spesifik, memilih metode alternatif untuk memecahkan masalah dan menentukan
metode diantara yang terbaik untuk memperoleh rancangan yang tepat guna (sesuai
dengan kebutuhan). Sebagai contoh, sebelum membangun perusahaan atau pabrik
di suatu tempat perlu diperhatikan beberapa faktor pendukungnya. Hal itu bertujuan

untuk mengetahui apakah pembangunannya menguntungkan atau merugikan.?

Sedangkan tujuan dasar analisis adalah mengidentifikasi sejumlah data yang
diperoleh dari populasi tertentu agar dapat diperoleh kesimpulan. Nantinya,
kesimpulan ini akan digunakan para pelaku analisis untuk menentukan kebijakan,
mengambil keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Analisis sebagai
bagian terpenting dalam proses mengkaji data dibutuhkan ketelitian agar tujuan
analisis dapat tercapai. Adapun tujuan analisis dapat dibagi empat, yaitu:?*

1. Mengidentifikasi sejumlah data perolehan dari populasi tertentu. Tujuannya agar
suatu kesimpulan untuk menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan untuk
mengatasi masalah

2. Tetapkan tujuan tertentu secara spesifik. Tujuannya agar data terkumpul untuk
menunjukkan pemahaman yang lebih spesifik dan lebih mudah dipahami.

3. Menghubungkan sejumlah data perolehan dari lingkungan tertentu. Tujuannya

untuk menarik kesimpulan dan mendapatkan pemahaman yang lebih detail dari

22 Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian IImu Hukum. Bandung: Mandar Maju. him.83-84

23 https://www.nesabamedia.com/pengertian-analisis/. Diakses Pada Rabu. 6 Desember 2023. Pukul 14.07
WIB.

24 https://plus.kapanlagi.com/pengertian-analisis-adalah-proses-penguraian-data-pahami-metode-metodenya-
8c2419.html. Diakses Pada Rabu. 6 Desember 2023. Pukul 14.07 WIB.
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jumlah data yang diperoleh dari berbagai sumber, sehingga diperlukan analisis
lebih lanjut.
4. Memilih langkah-langkah alternatif. Tujuannya untuk mengatasi masalah

berdasarkan kondisi dan kebutuhan.

Metode dalam melakukan analisis terhadap data sebelum menarik kesimpulan dapat

dibedakan menjadi dua yakni:®

1. Analisis data kualitatif merupakan metode analisis yang cenderung dimaknai
derajat tinggi (high degree) yang digunakan pada data kuantitatif melalui
wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa
atau bagaimana.

2. Analisis data kuantitatif merupakan metode analisis yang cenderung dimaknai

dengan sejumlah bentuk simbol angka atau bilangan.

Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum.?
Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini banyak digunakan untuk
aspek yuridis. Di Indonesia Aspek yuridis adalah aspek hukum Pancasila. Dalam
hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti
hukum dan disahkan oleh pemerintah.?’ Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu
untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai
dengan hukum khususnya mengenai masalah penyalahgunaan pengangkutan bahan

bakar minyak yang disubsidi.

% Helaluddin, Wijaya, dkk. 2019. Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik. Jakarta Timur:
Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. him. 10.

2% Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux. Semarang: Widya Karya.
him. 644.

27 http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/. Diakses pada Rabu, 19 Oktober 2022,
Pukul 18.25 WIB.
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Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Analisis Yuridis adalah serangkaian
perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek
dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu
kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan
dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan.
Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh
masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat

hukumnya.?®

B. Pengertian Pengangkutan dan Jenis-Jenis Pengangkutan

Pengangkutan merupakan kegiatan pemuatan penumpang atau barang kedalam alat
pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ketempat tujuan dengan alat
pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat
pengangkut di tempat tujuan yang telah disepakati. Pengertian pengangkutan
berasal dari kata “angkut” yang artinya mengangkat dan membawa, memuat atau
mengirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa, memuat dan
membawa atau mengirimkan. Pengangkutan artinya pengangkatan dan pembawaan
barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang
yang diangkut. Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses
kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lain.?® Menurut pendapat R.

Soekardono, SH, pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik

28 https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/ Diakses pada Rabu, 19 Oktober 2022, Pukul 18.26
WIB.

29 Abdul Kadir Muhammad. 1991. Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara. Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti. him. 19.
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mengenai benda-benda maupun mengenai orang- orang, karena perpindahan itu

mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.®

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang
dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas

jalan.3

Berawal dari kata ‘angkut’ ini kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi kata
‘pengangkutan’ dan kata transportasi yang mengangkut. Contohnya seperti
pengangkutan kereta api, pengangkutan kapal, pengangkutan bus, dan lain
sebagainya. Menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian pengangkutan berasal
dari kata “angkut” yang memiliki arti mengangkat atau membawa, memuat dan

membawa atau mengirim.*2

Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan dan manusia dari
tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan
sebagai berikut:*3

1. Ada sesuatu yang diangkut.
2. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan.
3. Ada tempat yang dapat dilalui alat angkutan.

Menurut uraian di atas terlaksananya pengangkutan berarti harus ada suatu obyek

yang di angkut, adanya alat angkut dan sarana untuk di lalui oleh peralatan

30 R. Soekardono. 1981. Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: CV Rajawali. him.5.

31 UU No 22 Th 2009, tentang “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” bab I pasal I ayat III

32 Abdul Kadir Muhammad. 1991. Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara. Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti. HIm.19

33 Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, dan Djohari Santoso. 1999. Pengantar Hukum Dagang
Indonesia, Jilid 1. Yogyakarta: Gama Media. him.195.
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pengangkut. Di dalam arti lain pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan
barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.® Menurut Subekti
mendefinisikan Pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak
menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke

tempat lain. Sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.®

Sedangkan menurut H.M.N Purwosutjipto, pengangkutan adalah perjanjian timbal
balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri
untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke
tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk

membayar uang angkutan.*

Pengaturan pengangkutan pada umumnya tidak ditemukan dalam peraturan

perundang-undangan, tetapi pengaturannya dibuat secara khusus menurut jenis-

jenis pengangkutan. Ketentuan-ketentuan umum mengenai pengangkutan dalam

hukum dagang dalam KUHD (Kitab undang-undang Hukum Dagang) dapat

ditemukan di dalam beberapa pasal, yaitu sebagai berikut:

1. Buku I Bab V Bagian 2 Pasal 86 sampai dengan Pasal 90 mengenai kedudukan
para ekspeditur sebagai pengusaha perantara;

2. Buku | Bab V Bagian 2 dan 3, mulai dari Pasal 90 sampai dengan Pasal 98
tentang pengangkutan darat dan pengangkutan perairan darat;

3. Buku Il Bab V Pasal 453 sampai dengan Pasal 465 tentang Percarteran Kapal,

Buku Il Bab V A Pasal 466 sampai dengan Pasal 520 tentang Pengangkuan

3 1bid.

35 Subekti. 1984. Hukum Perjanjian. Bogor: PT. Intermasa. him. 1.

36 H.M.N Purwosutjipto. 2001. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan. Jakarta:
Djambatan. him. 60.
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Barang, dan Buku Il Bab VB Pasal 521 sampai dengan Pasal 544a tentang
Pengangkutan orang.
4. Buku Il Bab XI1I Pasal 748 sampai dengan Pasal 754 mengenai kapal-kapal dan

alat-alat pelayaran yang berlayar di sungai dan perairan pedalam.

Sedangkan ketentuan-ketentuan tentang pengangkutan di luar KUHD terdapat

dalam sumber-sumber khusus, yaitu antara lain ;

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang perkeretaapian;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
dan

6. Perjanjian-perjanjian para pihak.

Terdapat beberapa jenis pengangkutan yang dapat dibedakan menjadi:

1. Pengangkutan Kereta Api
Menurut UUKA, yang dimaksud dengan angkutan kereta api adalah kegiatan
pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan
menggunakan kereta api. R.l. Sedangkan definisi dari kereta api sendiri adalah
sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun
dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang

bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. R.I.

Pengangkutan kereta api pada dasarnya merupakan perjanjian sehingga berlaku
Pasal 1235 KUH Perdata tentang kewajiban pihak dan Pasal 1338 KUH Perdata

tentang itikad di mana PT. KAI sebagai pengangkut menyediakan jasa untuk
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mengangkut penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya
dengan selamat dan tidak menimbulkan kerugian. Perjanjian yang kita kenal ada
2 (dua) yaitu perjanjian tertulis dan tidak tertulis yang kesemuanya itu

mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing.

Perjanjian tertulis tentu lebih menjamin kepastian dibandingkan perjanjian yang
dilakukan secara lisan karena dalam perjanjian tertulis para pihak tidak dapat
memungkiri apa yang telah tercantum dalam perjanjian tersebut yang tentu saja
sebelumnya telah disepakati. 3 Perjanjian pengangkutan pada dasarnya
merupakan perjanjian tidak tertulis, namun perlu dibuktikan dengan
menggunakan dokumen pengangkutan. Hak-hak dan kewajiban pihak-pihak
dapat diketahui dari dokumen pengangkutan yang diterbitkan dari perjanjian

pengangkutan tersebut.

Dokumen pengangkutan adalah setiap tulisan yang dipakai sebagai bukti dalam
pengangkutan, berupa naskah, tanda terima, tanda penyerahan, tanda milik atau
hak. 38 Dokumen pengangkutan kereta api terdapat dua jenis yaitu Kkarcis
penumpang untuk pengangkutan penumpang dan surat pengangkutan barang

untuk pengangkutan barang.*®

2. Pengangkutan Darat
Pengangkutan darat atau pengangkutan jalan diselenggarakan oleh perusahaan

pengangkutan umum yang menyediakan jasa pengangkutan orang dan/atau

37 Reni Anggraini. 2015. Perjanjian Kerjasama Jasa Operator Yang Aman Dan Menjamin Kepastian Hukum
Di Bidang Transportasi, Jurnal “Media Hukum”, Volume 22, Nomor 2. hIm.297.

38 Moh Anwar. 2014. Perjanjian Pengangkutan Barang Pada PT. Kerta Gaya Pusaka (KGP) Dan Akibat
Hukumnya Jika Terjadi Wanprestasi, Jurnal “Jendela Hukum” Fakultas Hukum Unija, Volumel, Nomor 2.
him.24.

3% Abdul Kadir Muhammad. 2013. Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, HIm.56.
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barang dengan kendaraan umum di jalan dan telah mendapatkan izin usaha dan
izin operasi dari pemerintah. Contoh dari pengangkutan darat ini yaitu seperti
bus, truk, dan lain sebagainya. Pengaturan mengenai pengangkutan darat atau
pengangkutan jalan ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam pengangkutan darat
untuk mencapai hasil yang diharapkan serta dapat tercapai fungsi-fungsi
pengangkutannya, maka dalam pengangkutan diperlukan beberapa unsur yang
memadai berupa:*°

a) Alat angkutan itu sendiri (operating facilities), setiap barang atau orang
akan diangkut tentu saja memerlukan alat pengangkutan yang memadai,
baik kapasitasnya, besarnya maupun perlengkapan. Alat pengangkutan
yang dimaksud dapat berupa truk, kereta api, kapal, bis atau pesawat
udara. Perlengkapan yang disediakan haruslah sesuai dengan barang
yang diangkut.

b) Fasilitas yang akan dilalui oleh alat-alat pengangkutan (right of way),
fasilitas tersebut dapat berupa jalan umum, rel Kkereta api,
perairan/sungai, bandar udara navigasi dan sebagainya. Jadi apabila
fasilitas yang dilalui oleh angkutan tidak tersedia atau tersedia tidak
sempurna maka proses pengangkutan itu sendiri tidak mungkin berjalan
dengan lancar.

c) Tempat persiapan pengangkutan (terminal facilities), tempat persiapan
pengangkutan ini diperlukan karena suatu kegiatan pengangkutan tidak

dapat berjalan dengan efektif apabila tidak ada terminal yang dipakai

40 Sri Rejeki Hartono, SH, 1980. Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat. Penerbit: UNDIP,
him 8.
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sebagai tempat persiapan sebelum dan sesudah proses pengangkutan
dimulai.

d) Selain itu dalam dunia perdagangan pengangkutan memegang peranan
yang sangat penting. Tidak hanya sebagai sarana angkutan yang harus
membawa barang-barang yang diperdagangkan kepada konsumen tetapi
juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut. Karena itu
untuk memperlancar usahanya produsen akan mencari pengangkutan

yang berkelanjutan dan biaya pengangkutan yang murah.

3. Pengangkutan Perairan
Pengangkutan perairan merupakan kegiatan pengangkutan atau memindahkan
penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan
transportasi kapal. Pengangkutan di perairan terdiri atas pengangkutan laut,
pengangkutan sungai dan danau, serta pengangkutan penyeberangan.
Pengaturan mengenai pengangkutan perairan terdapat di dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008. Berdasarkan Pasal 6 UU No 17 tahun 2008 tentang
Pelayaran, angkutan di perairan terdiri atas: Angkutan Laut, Angkutan Sungai
dan Danau, dan Angkutan Penyeberangan.
a) Angkutan laut:
Angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani
kegiatan angkutan laut.
b) Angkutan sungai dan danau:
Angkutan sungai, danau dan penyeberangan merupakan istilah yang terdiri
dari dua aspek yaitu angkutan sungai dan danau atau ASD dan angkutan

penyeberangan Istilah ASDP ini merujuk pada sebuah jenis moda atau jenis
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angkutan dimana suatu sistem transportasi terdiri dari 5 macam yaitu moda
angkutan darat (jalan raya), moda angkutan udara, moda angkutan kereta api,
moda angkutan pipa (yang mungkin belum dikenal luas), moda angkutan laut
dan moda ASDP. Angkutan perairan daratan atau angkutan perairan
pedalaman merupakan istilah lain dari angkutan sungai dan danau (ASD).
Jenis angkutan ini telah lama dikenal oleh manusia bahkan terbilang

tradisional.

4. Pengangkutan Udara

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, angkutan
udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk
mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih
dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara
yang dibedakan menjadi Angkutan Udara Niaga dan Angkutan Udara Bukan
Niaga. Pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin
kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara
niaga berdasarkan ketentuan undang-undang ini, dan/atau badan usaha selain
badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan
udara niaga.**

Pengangkutan udara dalam Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU)
dipergunakan suatu istilah pengangkut sebagai salah satu pihak yang
mengadakan perjanjian pengangkutan. Pengangkut pada pengangkutan udara

adalah Perusahaan Pengangkutan Udara yang mendapat izin operasi dari

41 Abidin A. Kurnia Ecla Julianto. 2015. Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan terhadap Penumpang dan
Bagasi Kabin dalam Kecelakaan Pengangkutan Udara di Indonesia (Skripsi Sarjana Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta).
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pemerintah menggunakan pesawat udara sipil dengan memungut bayaran. 2
Pesawat dalam hal ini sebagai angkutan udara dimana menjadi unsur dalam
pengangkutan yaitu tersedianya alat angkut.

Berdasarkan uraian di atas pengangkutan udara adalah orang atau badan hukum
yang mengadakan perjanjian angkutan untuk mengangkut penumpang dengan
pesawat terbang dan dengan menerima suatu imbalan. Pengangkutan udara
diatur dengan undang-undang No 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.
Angkutan udara diadakan dengan perjanjian antara pihak pihak. Tiket
penumpang atau tiket bagasi merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian
pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan, yang dimaksud dengan
perjanjian pengangkutan yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi
untuk dengan aman membawa orang/barang dari satu tempat ke tempat lain,

sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.*

Penyelenggaraan pengangkutan terdapat beberapa pihak yang terkait, yaitu:

1. Pengangkut
Pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan
pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu
dengan selamat.*

2. Pengguna Jasa/ Konsumen
Pada pasal 1 angka 12 UUKA yang dimaksud dengan pengguna jasa adalah
setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api,

baik angkutan orang maupun barang. Pengguna jasa atau konsumen menurut

42 Abdulkadir Muhammad. 2008. Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. him. 69.
4 R. Subekti. 1979. Aneka Perjanjian. Bandung: Penerbit Alumni. HIm. 81.
4 H.M.N Purwosutjipto. Op.Cit. him. 3-4.
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UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. ° Pengguna jasa/
konsumen dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
a. Penumpang
Pengguna jasa atau konsumen yang dimaksud adalah pihak penumpang dari
kegiatan pengangkutan kereta api. Menurut Abdul Kadir, penumpang
merupakan salah satu pihak dalam perjanjian penangkutan. Penumpang
memiliki 2 (dua) kedudukan dalam kegiatan pengangkutan, yaitu sebagai
subjek karena merupakan pihak dalam perjanjian dan sebagai objek karena
merupakan muatan yang diangkut.*®
b. Pengirim dan Penerima Barang
Pengirim barang merupakan orang yang mengikatkan dirinya untuk
memberikan barang yang akan diangkut oleh pengangkut dan memberikan
upah atau ongkos atas jasa pengangkutan tersebut. Sedangkan penerima
barang adalah pihak yang menerima barang yang dikirim oleh pengirim

barang.

C. Pengertian Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi
Pemerintah

Pembentukan BBM berasal dari pengelolaan minyak bumi. Minyak bumi ini

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi

4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang “Perlindungan Konsumen”, Bab I, Pasal 1 Angka 2.
46 Abdul Kadir Muhammad. Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara. Op.Cit. him.35.
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(Migas), Pasal 1 Ayat (4) yaitu : “Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari

minyak bumi.”

Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan gas Bumi adalah:
“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan
temperatur atmosfer berupa fasa cair dan padar, termasuk aspal, lilin
mineral, atau Ozokerit dan Bitumen yang diperoleh dari proses
penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan Hidrokarbon

lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan
dengan usaha kegiatan migas.”*

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3) menegaskan bahwa cabang
cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi air yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya. Kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat. Mengingat BBM yang penguasanya dikuasai oleh negara
merupakan sumber daya alam yang strategis dan merupakan komoditas vital yang
memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan
kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasilan devisa negara yang penting,
maka pengelolaannya dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan

dengan sebesar besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.*®

Bahan-bahan yang bukan termasuk Hidrokarbon biasanya dianggap sebagai
kotoran dikarenakan pada umummnya akan memberikan gangguan pada proses
pengolaan minyak bumi terhadap kilang minyak dan berpengaruh jelek terhadap

mutu produk, adapun prosuk bahan bakar minyak terdiri atas:

47 Pengertian dan definisi. www.kampusg.com. Diakses pada Rabu, 19 Oktober 2022, Pukul 19.12 WIB.
48 |bid.
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Bensin Penerbangan
Bensin Motor
Bahan Bakar Jet
Kerosin

Solar

Minyak Diesel, dan
Minyak Bakar.

NoakowE

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berbentuk cairan yang
digunakan sebagai sumber energi untuk kendaraan bermotor. BBM diperoleh dari
hasil penyulingan minyak bumi. Minyak bumi sendiri terbentuk dari pelapukan
tutumbuhan dan hewan yang tealh mati ribuan hingga jutaan tahun yang lampau
dan mengendap di dalam tanah. BBM (Bahan Bakar Minyak).*® Agar bisa menjadi
BBM, minyak bumi harus di suking dahulu. Minyak bumi yang akan melalui proses
penyulingan ini disebut dengan istilah minyak mentah. Untuk mendapatkan minyak
mentah harus dilakukan pengeboran, tidak sembarang tempat bisa di bor. Karena
tidak semua tempat dibumi memiliki kandungan minyak bumi. Karena itu sebelum
melakukan pengeboran, para ahli akan melakukan pencarian atau eksplorasi.

Eksplorasi itu biasanya dilakukan oleh para ahli Geologis.

Gas Bumi adalah hasil proses alami yang berupa hidrokarbon yang dalam kondisi
tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses
penambangan migas. Unsur utama minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon.
Hidrokarbon adanya senyawa senyawa organik dimana setiap molekulnya hanya
mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja. Karbon adalah gas tak berwarna, tak
berbau, tak rasanya, menyesakkan, tetapi tidak bersifat racun, dijumpai di alam

dalam senyawa dengan oksigen. Karena itu, sebelum melakukan pengeboran, para

49 1bid.
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ahli akan melakukan pencarian atau eksplorasi. Eksplorasi itu biasanya dilakukan
olen para ahli Geologis. Gas Bumi adalah hasil proses alami yang berupa
hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas

yang diperoleh dari proses penambangan migas.

Unsur utama minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon. Hidrokarbon adanya
senyawa senyawa organik dimana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur
karbon dan hidrogen saja. Karbon adalah gas tak berwarna, tak berbau, tak rasanya,
menyesakkan, tetapi tidak bersifat racun, dijumpai di alam dalam senyawa dengan
oksigen.*®® Bahan Bakar Minyak adalah jenis bahan bakar yang paling populer dan
paling sering digunakan oleh manusia. Selain karena kemudahan dan
kepraktisannya juga lebih murah dibandingkan bahan bakar lainnya. Bahan Bakar
Minyak (BBM) pada Putusan Nomor: 95/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk adalah BBM
Subsidi. BBM Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada
produsen atau konsumen agar jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah
dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas.>* BBM subsidi merupakan bahan bakar
minyak yang dibantu pemerintah melalui penggunaan dana Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN). Penerimaan dana tersebut ditujukan langsung kepada
distributor BBM di Indonesia. Misalnya PT Pertamina (Persero). Maka dari itu,
pemerintah juga akan terlibat langsung dalam menentukan harga BBM Pertamina

sekaligus juga menjamin ketersediaannya di pasar domestik.>2

50 peraturan BPH Migas Nomor 6 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus.
51Y.Sri Susilo. 2013. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia. Yogyakarta: Pustaka
Baru. him. 2.

52 https://nasional.tempo.co/read/1629480/inilah-perbedaan-bbm-subsidi-dan-non-subsidi. Diakses pada Rabu,
19 Oktober 2022, Pukul 19.18 WIB.
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Selain itu, BBM subsidi hanya diberikan kepada jenis tertentu. Untuk saat ini, ada
dua jenis BBM subsidi di Indonesia. Yang pertama adalah bensin dengan oktan 90
(Pertalite) dan diesel dengan setana 48 (Biosolar). Merujuk jurnal berjudul
Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN (2018), BBM jenis ini
diberikan dengan menetapan kebijakan administered price. Karena itu, harga jual
komoditinya lebih murah dari harga pasar. Selain itu, penjualannya pun dibatasi

dengan kuota serta hanya dapat digunakan oleh konsumen dari kalangan tertentu.>®

Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi oleh pemerintah adalah bahan
bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan
dengan bahan bakar lainnya dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) harga
volume dan konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
Perpres Rl Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atau Perpres Nomor 71 tahun
2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian jenis BBM (Bahan Bakar Minyak)

tertentu.

Subsidi jenis BBM tertentu perliter adalah pengeluaran negara yang dihitung dari
selisih antara biaya penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi dengan harga
jual eceran netto (tidak termasuk pajak) yang dihitung berdasarkan harga patokan
penyediaan BBM bersubsidi sesuai dengan harga indeks pasar dikawasan Asia
Tenggara ditambah margin dan biaya pendistribusian BBM bersubsidi ke seluruh
NKRI. Harga jual eceran BBM yang bersubsidi pemerintah tahun 2013 adalah

Bensin Premium Rp. 6500, dan Minyak Solar Rp. 6500.

53 1bid.
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Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan dasar dalam industri di seluruh dunia,
tetapi bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat
diperbaharui. Kebutuhan bahan bakar minyak baik dalam bidang industri maupun
transportasi semakin hari semakin meningkat karena mesin-mesin tersebut
membutuhkan bahan bakar minyak dan dapat menyebabkan adanya kelangkaan
bahan bakar minyak tersebut. Namun kebutuhan yang semakin tinggi terhadap

BBM idak didukung dengan sumber daya alam yang mengalami penurunan.

D. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum
oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan
sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang
berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan yang prosesnya
diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan

diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.>*

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan
menyerasaikan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah
atau pandangan nilai yang mantap dam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran
nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian

pergaulan hidup.*

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam
praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara

berarti  memutuskan  hukum in concreto di dalam menjamin dan

5 Harun M.Husen, 1990. Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. him 58
5 Soekanto, Soerjono. Dkk. 1998. Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum. Jakarta: Bina Aksara
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mempertahankan ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara

prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.>®

Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparatur penegakan
hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum
berjalan sebagaimana seharusnya. Serta Penegakan hukum ditinjau dari objek
hukumnya ialah Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai
keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada
dalam masyarakat. Dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya
mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Penegakan hukum
hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai  hukum dengan
merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi
terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan

sanksi-sanksi.

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan
hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam
kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari
sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,
memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Ditinjau dari sudut
subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat
pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas
atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek

hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan

% Dellyana Shant.1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Sinar Grafika. him 33
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normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan
mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan
atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu,
penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum
tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan
sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila
diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya

paksa.>’

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari
segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan
sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan
yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang
hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya
menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu,
penerjemahan perkataan ‘law enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia dalam
menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula

digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.*®

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya
dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan
hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak

bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep

57 Barda Nawawi Arief. Op.Cit.. hal. 46.
58 Agus Rahardjo. 2003. Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Bandung:
PT.Citra Aditya Bakti. him. 76.
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penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik
norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full
menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil
dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum
aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena

keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.>®

E. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Soerjono Soekanto berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

penegakan hukum ada 5 (lima) faktor diantaranya:

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).
Peraturan-peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu
harus cukup sistematis. Peraturan yang ada secara hierarki dan horizontal
tanpa adanya pertentangan. Secara baik itu kualitatif dan kuantitatif
peraturan- peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu
sudah mencukupi.

2. Faktor Penegak Hukum
Faktor penegak hukum ini mempunyai peranan yang :

a. Peranan yang ideal (ideal role),

b. Peranan yang seharusnya (expected role),
c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role),

d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).

% 1bid. hal. 79.
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3. Faktor Sarana dan Prasarana.
Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting
dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya
sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan
berlangsung dengan lancar.
4. Faktor Masyarakat.
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai
kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari berbagai
macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
5. Faktor Kebudayaan.
Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari
hukum yang berlaku, nialai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak
mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai
tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,

c. Nilai-nilai kelanggengan/konservatisme  dengan  nilai-nilai
kebaruan/inovatisme.



I11. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu proses dalam pemecahan dan penyelesian
melalui tahap-tahap yang ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. &
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara

pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk
diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan
literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti pada penelitian
ini. Penelitian ini tidak bertujuan untuk memperoleh hasil yang diuji melalui
statistik, melainkan penelitian ini merupakan penafsiran seubjektif dalam bentuk
pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.5!

2. Pendekatan secara yuridis empiris, yaitu dilakukan bertujuan untuk mempelajari
implementasi hukum dalam kenyataan berdasarkan fakta yang didapat secara
objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum

yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam masyarakat.

60 Abdul Kadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. him. 112.
61 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjaun Singkat. Jakarta:
Rajawali Press. him. 15
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B. Sumber dan Jenis Data

Proses penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dengan berdasarkan
data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua
jenis data yaitu sebagai berikut:
1. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama.
Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian.
Penulis meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk
wawancara yang dilaksanakan di tempat yaitu di Wilayah Hukum Pengadilan
Negri Tanjungkarang.
2. Data Sekunder
Data skunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan
dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur yang berkaitan
dalam penulisan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-
konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan
dengan pokok permasalahan penelitian. Jenis data sekunder dalam penulisan
skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier:
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
1) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 73
Tahun 1958 tentang peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).
2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
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Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan
terhadap bahan hukum primer berupa:
1) Putusan Nomor : 95/Pib.B/LH/2021/PN.TjK
c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder dalam menganlisa serta memahami permasalahan seperti
literature-literatur/buku, hasil-hasil penelitian, website, surat kabar, kamus
hukum, serta sumber lain yang sesuai dengan pokok bahasan dalam

penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk
memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di
lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai Penyalahgunaan
pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah, dalam penulisan
ini menggunakan 3 (tiga) narasumber yaitu sebagai berikut:

1. Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang . 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang

Jumlah . 2 orang
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D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi
lapangan:

a. Studi Pustaka (Library Research)

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh
berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa
undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder
berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan
mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum

lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh langsung di lapangan guna
memperoleh informasi dan memperoleh data primer dengan melakukan

wawancara kepada informan yaitu Ahli Hukum Pidana.

2. Metode Pengolahan Data
Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai

berikut:

a. ldentifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan
dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, dan

literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahannya.
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b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi
atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah di
tetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan dalam menginterprestasikan

data.

E. Analisis Data

Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang bersifat deskriptif kualitatif,
yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan baik dari
hasil data kepustakaan maupun dari hasil di lapangan untuk selanjutnya diketahui
dan diperoleh kesimpulan yang secara induktif adalah pengambilan kesimpulan dari
hal yang bersifat khusus untuk menjadi hal yang bersifat umum dan selanjutnya

diajukan juga saran sebagai rekomendasi penelitian selanjutnya.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapat kesimpulan sebagai

berikut:

1. Penegakan hukum pidana dalam Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk
terkait tindak pidana dalam bidang ESDM telah ditegakkan , dan sudah ada UU
yang mengatur terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM yang disubsidi
pemerintah pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akibat
penyalahgunaan pengangkutan BBM yang disubsidi pemerintah ini
menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat karna menyebabkan
kelangkaan BBM bersubsidi. Dapat kita lihat bahwa telah ada penegakan hukum
pidana terhadap kasus penyalahgunaan pengangkutan BBM vyaitu dengan
menjatuhkan pidana penjara selama delapan bulan dan denda sejumlah
5.000.000 Rupiah kepada terdakwa Deri Romando, namun menurut saya pidana
yang dijatuhkan tidak mengakomodir tujuan pemidaan itu sendiri yaitu
timbulnya efek jera bagi pelaku, karena tindakan yang dilakukan sangat
menguntungkan bagi pelaku dan merugikan masyarakat tetapi pidana yang
diberikan terhitung sangat ringan, dan putusan ini juga sepeti tidak

memperhatikan prinsip biaya dan hasil karna putusan pidana penjara dibawah
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satu tahun serta denda Rp.5.000.000 tidak sesuai dengan biaya yang telah

dikeluarkan selama proses di pengadilan.

. Terdapat 3 Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana
terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi. Yaitu faktor aparat
penegak hukum, karena kualitas aparat yang rendah sehingga masih banyak
terjadi kasus serupa, juga terlihat bahwa kerja aparat belum maksimal, juga dari
faktor sarana dan prasarana yaitu kurangnya fasilitas bagi aparat penegak hukum
dalam mengusut suatu kasus seperti kurangnya kendaraan untuk patroli sehingga
menjadi hambatan dalam penegakan hukum serta faktor masyarakat akibat
kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat yaitu masyarakat tidak paham

dengan UU No. 22 Tahun 2001.

. Saran

. Hendaknya aparat penegak hukum terutama kepolisian lebih meningkatkan lagi
kinerjanya terkait pengawasan terhadap penjualan BBM subsidi tanpa izin
dengan melakukan patroli di pom-pom bensin agar kegiatan jual beli bbm
subsidi dapat lebih terpantau. Juga pemerintah perlu melengkapi sarana dan
prasarana atau fasilitas bagi para aparat penegak hukum untuk melaksanakan
tugasnya sehingga proses penegakan hukum pidana dapat berjalan dengan lancar
dan meminimalisir hambatan, seperti diberikan anggaran patroli, juga
tersedianya kendaraan untuk patrol dan aparat penegak hukum dapat
bekerjasama untuk mendapatkan putusan yang adil.

. Hendaknya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang

merupakan tugas bersama dapat dimulai oleh pemerintah setempat dengan
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mengadakan sosialisasi maupun penyuluhan terkait jual beli bbm subsidi di
daerah-daerah yang banyak terpantau para pedagang BBM eceran, masyarakat
sendiripun bertugas untuk lebih memahami hukum yang berlaku di negara ini
dengan mencari informasi-informasi dari berbagai sumber sebelum melakukan
suatu tindakan agar tidak melanggar hukum pidana, kemudian juga agar
penegakan hukum dibidang minyak dan gas bumi khususnya Niaga Bahan Bakar
Minyak yang disubsidi pemerintah ini dapat dicegah selain dengan penegakan
hukum yang bersifat preventif terhadap masyarakat tersebut, perlu juga

dilakukan pengawasan terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
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